
 

 
S A L I N A N 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 54 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

NOMENKLATUR DAN URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

Menimbang  : a. bahwa  guna  mendukung  penyelenggaraan  

manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, 

kompeten dan profesional serta sesuai kebutuhan 

organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut dan dengan diundangkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur dan 

menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Nomenklatur dan Uraian Tugas Jabatan 

Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
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Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037);  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR DAN 

URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 
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8. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui 

pendidikan formal. 

9. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan. 

10. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas. 

 

BAB II 

NAMA DAN URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

(1) Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, dikelompokkan berdasarkan klasifikasi jabatan Pegawai 

Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan 

pola kerja diwujudkan dalam bentuk nomenklatur Jabatan Pelaksana. 

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

didasarkan pada tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau 

profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. 

(3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

digunakan sebagai acuan untuk: 

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

b. penentuan pangkat dan jabatan; 

c. pengembangan karier; 

d. pengembangan kompetensi; 

e. penilaian kinerja; 

f. penggajian dan tunjangan; dan 

g. pemberhentian. 

 

Pasal 4 

 

Uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 April 2022             

                    

                                 BUPATI TANAH LAUT, 

 

                                 Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 April 2022             

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 54 


